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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penulis karena adanya perbedaan 
antara adat desa Tanjung Kuyo kecamataan Pangkalan Lesung kabupaten 
Pelalawan dan hukum Islam dalam pembagian Harta bersama. Penyebab 
terjadinya karena istri menggugat cerai suami dan pihak adat memutuskan istri 
tidak mendapat apapun. Sedangkan berdasrkan hukum Islam harta bersama harus 
dibagikan karena terdapat hak antara suami dan istri didalamnya. Kemudian yang 
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan 
Tradisi Cerai Gugat kain saolai tuun di pinggang Pada Masyarakat Desa Tanjung 
Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi cerai gugat kain saolai tuun di 
pinggang dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo 
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di 
Desa Tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung dengan menggunakan data 
primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yang trlibat langsung 
dalam pelaksaanan tradisi ini dengan menggunakan teknik total sampling. Setelah 
data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan data 
kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan istri tidak diberikan harta bersama ada 
3 yaitu: karena kesalahan istri, Kedua, gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap 
suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki dan yang ketiga sudah 
menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman nenek moyang dahulu, dan 
apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang Tradisi Cerai Gugat “Kain 
Saolai Tuun di Pinggang”dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat 
Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah 
sesuai dengan hukum islam, karena dalam hukum Islam  lebih mengutamakan 
kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudhoratan yang lebih ringan.  
  








ِحيىِ  ٍِ ٱنشه َٰ ً ۡح ِ ٱنشه  تِۡسِى ٱَّلله
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan kebutuan fitrah setiap manusia yang 
memberikan banyak hasil penting.
1
menurut Syauhti Thalib perkawinan 




Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka 
seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai 
perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang 
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 
Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 




Kenyataan membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan di 
dalam rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan 
akibat hukum yang merupakan konsekuensi hubungan antara suami dan istri. 
Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hadhanah (hak asuh anak), nafkah 
iddah dan mut‟ah, masa iddah istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama. 
                                                             
1
 Ibrahim Amini‟priciples Of Marirge Family ethics,terj. Alwilayah 
Abdurahman”Bimbingan islam untuk suami istri”(Bandung: al bayan 1999), hal.17  
2
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,  (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 47  
3
   Mochamad  Djais,  Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, (Semarang: Fakultas 





Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan 
hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnya sehingga keduanya 
tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan putusnya perkawinan maka 
harta bersama yang diperoleh harus dibagi di antara suami dan istri.
4
 
Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau 
kelompok berupa barang, uang, hewan, dan lain sebagainya yang cenderung 
ingin dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia.
5
 Allah SWT 
berfirman di dalam al-Qur‟an surah Ali Imran ayat 14: 
  ٍ خِ نِهُهاِس ُحةُّ  ُصيِّ َٰ ٕ ٍ   ٱنشهٓ  آءِ ِي ٍ  ٔ   ٱنُِّس  ِي ِطيشِ ٔ   ٱۡنثُ  جِ  ٱۡنقُ  َٰ ط ش  قُ  ًُ ٍ   ٱۡن  ٱنزهْ ةِ ِي
حِ ٔ   ۡيمِ ٔ   ٱۡنفِضه حِ  ٱۡنخ  ي  ٕه ًُس  ىِ ٔ   ٱۡن ع َٰ َۡ ۡشِز  ٔ   ٱۡۡل  ُع  ٱۡنح 
ر َٰ نِك  ي 
جِ ر َٰ َٰٕ ي  ي ا   ٱۡنح  َۡ ُ ٔ   ٱنذُّ ُِ  ٱَّلله  ۥِعُذ 
 ٍُ ً  ُحۡس   ٤١اِب  ٱۡن
 
Artinya :  “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta atas apa 
yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta 
benda yang bertumpuk dalam  bentuk emas dan perak, kuda 
pilihan, hewan tenak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup 





Ayat di atas menyebutkan tentang kecintaan terhadap apa yang di-
inginkan manusia, salah satunya adalah harta. Menurut Ibnu katsir, cinta 
kepada harta ada kalanya karna terdorong faktor menyombongkan diri dan 
berbangga-banggaan, takabur terhdap orang lemah, dan sombong terhadap 
orang miskin, hal ini sangat dicela. Akan tetapi ada kalanya terdorong karena 
ingin membelanjakan di jalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan 
                                                             
4
 Satria Effendi M.Zein,Problematika hukum keluarga islam kontenporer, 
(Jakarta:Pradana media group,2010), hal.52 
5
  Akhmad Mujahidin,Ekonomi islam 2, Pekanbaru: Al-Mujtahadah press, 2014),  Ed. 1, 
cet, 1, hal. 4 
6









Pada dasarnya konsep harta di dalam Islam adalah amanah (titipan) 
dari Allah manusia hanyalah sebagai pengelola dan pemanfaat terhadap apa 
yang telah diturunkan dari langit  dan apa yang telah dikeluarkan-Nya dari 
bumi, sedangkan pemilik mutlak atas segala sesuatu tersebut termasuk harta 
benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanyalah bersifat relatif 




Pemanfaatan harta dalam Islam merupakan suatu kebaikan. Kegiatan 
ini dilakukan untuk memenuhi baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu 
memaksimalkan fungsi manusia sebagai hamba Allah SWT untuk 
mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. Kebahagian di dunia berarti 
terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai mahluk ekonomi, 
sedangakan kebahagian akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam 
memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah 
sehingga mendapatkan ganjaran ukhrawi (surga) dari-nya.
9
 Sebagaimana  
Allah SWT berfirman didalam AL-Qur‟an surat An-Nisa 
                                                             
7
 Al-Imam Ibn Katsir Al-Dimasyqi,Tafsir Ibn Katssir, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 
2000),  juz 3,  hal. 47  
8
 Akhmad Mujahidin,Op.Cit., hal. 47 
9




ل   م   ٔ  ا ف ضه اْ ي  ٕۡ ُه  ً ُ ذ ر  ِّ  ٱَّلله ا  ۦتِ ًه اِل َ ِصيٞة يِّ ج  َٰٗ ت ۡعض ٖۚ نِّهشِّ ه  ُكۡى ع   ت ۡعض 
 
ثُْٕا  ٱۡكر س 
ا  ًه آِء َ ِصيٞة يِّ نِهُِّس   ٔ ٖۚ ٍ ۡث سۡ  ٱۡكر س  ِّ  ٱَّلله  هُْٕا  ٔ  ٌه  ۦِٖٓۚيٍ ف ۡضهِ ا  ٱَّلله  إِ ًٗ هِي ۡيٍء ع  ٌ  تُِكمِّ ش  ا ك 
٢٣  
 
Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. 
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari 
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 




Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai 
ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda zaak, barang adalah terjemahan good, dan hak adalah terjemahan dari 
recht. Menurut pasal 499 KUHperdata, pengertian benda meliputi barang dan 
hak barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak 
berwujud. 
Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah jadi 
masing masing memiliki hak untuk membelanjakan hartanya sepenuhnya 
tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya 
masing masing pihak ialah harta bawaan masing masing pihak dalam masa 
perkawinan dan bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima 
warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya. 
Apabila dilihat dari asalnya ,harta kekayaan dalam perkawinan itu  
dapat digolongkan menjadi 3 golongan: 
                                                             
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Jakarta,CV.Pustaka Jaya 




1. Harta massing-masing suami istri telah dimilikinyaa sebelum kawin, baik 
diperolehnya karna mendapat warisan atau usaha lainya, dalam hal ini 
disebut dengan harta bawaan. 
2. Harta masing masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam 
hubungan perkawinan , tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka  
bersama maupun sendiri-sendiri,tetapi diperoleh seperti hibah, warisan 
ataupun wasiat untuk masing-masing. 
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawianan 
atau usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini 
disebut dengan harta pencharian. 
11
 
Dasar hukum tentang harta bersamadapat ditelusuri melalui undang 
undangdan peraturan berikut:  
1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta 
benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan 
yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta 
bersama.  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa 
“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi 
harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan 
ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, 
                                                             
11
 Azni,Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga presfektif ulama tradisionalis dan Kontemporer, 




selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan 
suatu persetujuan antara suami istri” 
12
 
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta 
bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya 
harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan 
adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.
13
 
Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing 




Kemudian dalam pasal 128-129 KUHPerdata dinyatakan bahwa 
apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama 
itu dibagi dua antara suami-istri.
15
 
Itulah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang harta bersama 
dalam perkawinan. Apabila terjadi perceraian maka harta itu harus dibagi 
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun 
undang-undang tersebut tidak dilaksanaakan oleh masyarakat khususnya di 
desa Tanjung kuyo, kecamatan Pangkalan lesung, kabupaten Pelalawan, Riau, 
                                                             
12
 KUHPerdata pasal 119 
13
 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. 
(Bandung: Alumni, 2005), hal. 59 
14
  Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97 
15





yang apabila terjadi cerai gugat ,maka harta bersama tersebut diserahkan 
sepenuhnya kepada suami dan anak-anaknya. 
Dalam istilah adat melayu  khususnya  di Desa Tanjung Kuyo 
kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada istilah adat “Kain 
Saolai Tuun di Pinggang” yang secara bahasa atrinya kain sehelai yang 
diikatkan di pinggang, sedangkan secara istilah memiliki makna seorang 
wanita yang menggugat cerai suaminya hanya boleh membawa apa yang 
melekat di badan nya saja, itulah yang boleh ia bawak dan tidak mendapatkan 
bagian dari harta bersama. Sanksi adat ini diberikan kepada seorang wanita 
yang pergi meninggalkan rumah atau pulang kerumah orangtuanya  dengan 
alasan ingin menggugat cerai suaminya, karena dimata adat setempat apabila 
seorang istri menggugat suaminya dengan alasan tertentu di anggap sebagai 
seorang istri yang durhaka, maka di jatuhkanlah hukuman adat “kain saolai 
tuun di pinggang”.  
Itulah sanksi adat yang diberikan kepada istri yang mengugat cerai 
suaminya dengan alasan tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas, maka 
penulis tertarik menulis judul skripsi dengan judul Tradisi Cerai Gugat “Kain 
Saolai Tuun di Pinggang”dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat 
Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan 
Ditinjau Menurut Hukum Islam. 
B.  Batasan Masalah 
Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan 




Tradisi cerai gugat “Kain Saolai Tuun Di Pinggang” dalam Pembagian Harta 
Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung 
Kabupaten Pelalawan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 
pelaksannan Tradisi Kain saolai Tuun Dipinggan dalam Pembagian harta 
bersama Pada masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung 
Kabupaten Pelalawan ketika terjadi cerai gugat. 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembagian  kain saolai tuun di pinggang 
di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung ketika terjadi cerai 
gugat ?  
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kain saolai tuun di 
pinggang Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan 
Lesung Kabupaten Pelalawan ketika terjadi cerai gugat ? 
D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian ini adalah : 
a. Untuk menambah wawasan Tentang Tradisi cerai Gugat kain saolai 
tuun dipinggang dalam pembagian harta bersama  di Desa Tanjung 
Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ketika 
terjadi cerai gugat. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 




harta bersama di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung 
ketika terjadi cerai gugat. 
2. Manfaat penelitian ini adalah : 
a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Untuk menambah khzanah keilmuan tentang pelaksanaan tradisi kain 
saolai tuun dipinggang dalam pembagian harta bersama di Desa 
Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan 
ketika terjadi cerai gugat dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi 
kain saolai tuun di pinggang di Desa Tanjung kuyo Kecamatan 
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan . 
E.  Metode Penelitian 
Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 
metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian 
terlaksana secara sistematis.
16
 Dengan demikian metode merupakan pijakan 
agar penelitian dapat menacpai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian 
dilakukan dengan mengambil sumber data dari ninik mamak/pemuka 
adat, kepala desa, dan orang yang telah melaksanakan tradisi tersebut di 
Desa Tanjung kuyo kecamatan Pangkalan Lesung ketika terjadi cerai 
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gugat lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab 
persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 
Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni 
menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pembagian hata 
bersama di desa tanjung kuyo apabila terjadi cerai gugat. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung kuyo Kecamatan 
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis menetapkan 
lokasi penelitian ini disebabkan penulis menemukan masalah ini disana 
dan juga penulis bertempat tinggal disna serta  sedikit mengetahui tradisi 
tersebut . 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian 
ini. Sebagai subjek dalam penelitian tradisi cerai gugat kain saolai 
tuun di pinggang dalam pembagian harta bersama di Desa Tanjung 
kuyo kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. terdiri dari 
ninik mamak/pemuka Adat, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan orang 
yang telah melaksanakan cerai gugat tersebut. 
b. Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. 
Sebagai objek dalam penelitian ini adalah tradisi cerai gugat Kain 
solai tuun di pinggang dalm pembagian hata bersama di desa Tanjung 





4. Populasi dan Sampel Penelitian 
a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 
oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
17
 
Populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak/pemuka adat, 
kepala desa, orang yang telah melakukan cerai gugat tersebut,toko 
agama  dan toko masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan 
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian 
pelaksanaan pembagian harta bersama di desa tanjung kuyo ketika 
terjadi cerai gugat berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang ninik 
mamak/pemuka adat, 1 orang kepala desa, 4 orang yang telah 
melaksanakan tradisi tersebut, dan 2 tokoh masyarakat . 
b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat 
yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
18
 
Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan 
menggunakan teknik total sampling, yaitu metode pengambilan 
sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan 
istilah sampling jenuh yaitu teknik penarikan sampel apabila semua 
anggota populasi digunakan sebagai sampel.
19
 Populasi yang ada 
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sebanyak 10 orang yang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat 
dan relevan dengan rancangan penelitian. 
5. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan 




Sumber dari primer adalah orang-orang yang melaksanakan 
dan terlibat dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di desa 
Tanjung kuyo kecamatan pangkalan lesung ketika terjadi cerai gugat. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang 




Dalam hal ini yang dipergunakan adalah buku-buku yang 
mampu mendukung penelitian penulis. 
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c. Data tersier 
Data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup 
bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data 
primer dan sumber data sekunder.
22
 data pelengkap yang dapat 
bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta makalah-makalah 
yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Obsevasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 
diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 
serta oleh panca indera lainnya.
23
 
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke 
Desa tanjung kuyo kecamatan Pangkaalan lesung  untuk mendapatkan 
gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti. 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
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diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu 
untuk dijawab pada kesempatan lain.
24
 
Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang 
yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di desa 
tanjung kuyo kecamatan pangklan lesung ketika terjadi cerai gugat. 
c. Studi Kepustakaan 
Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku 








7. Teknik Analisis data 
Dalam mengalisis data dalam penelitian ini adalah penulis 
menggunkan analisis deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk 
memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang 
diperoleh dari subjek yang diteliti. 
Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh adat yang tersedia 
dari berbagai sumber dari observasi, wawancara dan angket. Kemudian 
mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih 
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sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. 
F.  Metode Penulisan 
a.  Deduktif, yaitu mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian di 
uraikan dengan mengambil kesimpulan yang khusus. 
b.  Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data tersebut 
diambil kesimpulan secara umum. 
c.  Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh 
dilapangan secara konkrit serta menyusun, menjelaskan dan dianalisa. 
G.  Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh 
pembahsan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima 
bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-
bab tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, 
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 







BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini membahas tentang sekilas sejarah biografis, kondisi 
geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis Desa 
Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung. 
BAB III  TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HARTA BERSAMA  
 Pada bab ini membahas tentang ruang lingkup hukum di 
indonesia, pengertian harta bersama, pembagian harta bersama 
menurut hukum Islam. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan Tradisi cerai 
gugat “kain saolai tuun dipinggang” di Desa Tanjung Kuyo 
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan 
bagaimana tinjauan  menurut Hukum Islam terhadap tradisi 
tersebut. 
BAB V  PENUTUP  
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh 
berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan 









GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Keadaan Wilayah 
1. Sejarah Desa Tanjung Kuyo 
Nama Desa Tanjung  diambil dari dua kata yakni Tanjung dan 
Kuyo, Tanjung artinya adalah tempat bermuara atau berlabuh 
pompong/sampan(perahu) pada masa dahulu, terletak di ujung Desa 
Tanjung kuyo saat ini, yang tepatnya termasuk dalam wilayah sungai 
kerumutan, karna pada saat itu yang menjadi tranportasi adalah jalur air 
dan orang orang yang singgah kesana menyebutnya dengan Tanjung. 
Sedangkan Kuyo diambil dari nama salah satu sungai pembatas antara 
tanah adat kebatinan tanah napuh dan tanah panduk yang terletak ujung 
kampung sebelah kanan. 
 karena Desa Tanjung kuyo diapit oleh dua sungai yakni sungai 
kerumutan dan sungai kuyo, diambilah nama Tanjung yang lebih dikenal 
orang pada saat itu  saat itu dan digabungkanlah nama kuyo maka 
terbentuklah nama Tanjung dan kuyo, yang menjadi nama dusun pada 
saat itu yakni Dusun Tanjung Kuyo.
27
 
Desa Tanjung Kuyo merupakan sebuah dusun yang ada di 
Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya juga termasuk kedalam wilayah 
Kabupaten Kampar, sebelum Desa Tanjung Kuyo berstatus desa, 
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Tanjung Kuyo merupakan suatu wilayah perdusunan yang bernama 
Dusun Tanjung Kuyo.  
Setelah proklamasi kemerdekaan indonesia di proklamirkan pada 
tanggal 17 agustus 1945 maka tanggal 28 oktober 1945, raja pelalawan 
terakhir menyatakan kerajaan pelalawan meleburkan diri kedalam negara 
kesatuan republik indonesia maka perdusunan Tanjung Kuyo secara 
otomatis juga masuk kedalam wilayah negara Republik Indonesia. Desa 
Tanjung Kuyo dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten 
pelalawan nomor : kpts.141/pem/2009/122 tentang pemekaran dan 
perubahan status dusun menjadi desa di Kecamatan Pangkalan Lesung.  
Pada tanggal 16 maret 2009 Dusun Tanjung Kuyo di resmikan oleh 
bupati pelalawan menjadi Desa Tanjung Kuyo dengan luas wilayah 2.898 
km
2
, yang saat ini dengan jumlah penduduk 1028 jiwa yang terdiri dari 3 
(tiga) dusun, 3 (tiga) rukun warga dan 9 (sembilan) rukun tetangga, Desa 
Tanjung Kuyo dikepalai oleh kepala desa yang bernama Syataria, beliau 
merupakan kepala desa perdana dan sebagai kepala desa terpilih.
28
 
2. Letak geografis  
Desa Tanjung Kuyo terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung 
Kabupaten Pelalawan dengan daerah berupa daratan. Desa Tanjung Kuyo 
terletak dijalur Katulistiwa dengan iklim panas memiliki kondisi 
Geografis pada ketinggian 10–15 Meter dari permukaan laut dengan 
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struktur tanah dataran tinggi  serta sebagian dataran dengan Kondisi 
kering berbukit dengan kondisi curah hujan 5,582,5 Mm / Tahun. 
Keadaan alam yang demikian membuat masyarakat hanya 
menggantungkan kehidupan pada sector perkebunan kelapa sawit dan 
ada beberapa masyarakat yang berkebun karet, karena untuk bercocok 
tanam palawija atau holtikurtura tidak mendukung. Masyarakat petani 
yang dulunya mengutamakan bercocok tanam jenis tanaman seperti padi, 
jagung atau pangan kini sebagian besar berubah komoditi tanaman 
perkebunan. Desa Tanjung Kuyo  memiliki luas  ± 3.265 Ha, yang terdiri 
dari perkebunan kelapa Sawit, pemukiman penduduk, dan tanah Fasilitas 
Umum desa lainnya. 
Desa Tanjung Kuyo secara geografis merupakan daratan. Sarana 
transportasi menggunakan jalan desa dan jalan perkebunan yang mana 
saling terhubung dengan desa-desa lainnya. Aksesibilitas menuju ke 
Ibukota Kecamatan kurang Lebih 30 Km, sedangkan untuk ke Ibukota 
Kabupaten Kurang lebih 90 Km dan ke Ibu Kota Propinsi Sekitar 160 
Km. 
Adapun batas-batas wilayah Desa Tanjung Kuyo adalah sebagai 
berikut  :  
a. Utara berbatas dengan sungai kerumutan  
b. Selatan berbatas dengan sungai genduang 
c. Timur berbatas dengan desa genduang 




Kondisi Wilayah Desa Tanjung Kuyo dengan luas 2,898 km2 dan 
jika di presentasekan  lebih 95% merupakan wilayah dataran dengan 
mencakup 3 (tiga) dusun, 3 (tiga) rukun warga dan 9 (sembilan) rukun 
tetangga yang terbagi atas beberapa karakteristik yaitu : adanya daerah 
aliran sungai dan daerah terpencil dibeberapa rukun warga sehingga bila 
musim hujan dijumpai adanya kondisi jalan yang sulit untuk di tempuh.  
Disisi lain Desa Tanjung Kuyo juga pada musim kemarau sangat 
memperihatinkan karena pada musim ini jalan-jalan berdebu sehingga 
kondisi tersebut dapat menyebabkan ternganggunya system pernafasan, 
kondisi ini memang bertolak belakang dengan kondisi wilayah yang 
berada didaerah dataran, semua ini akibat dari kondisi jalan yang belum 
dilakukan pengerasan oleh pemerintah daerah maupun oleh PT. Metco 
energi dan PT.SLS. Pada kondisi ini Desa Tanjung Kuyo berada di jalan 
PT. Metco energi (jalan perusahan) yang panjangnya lebih 2,34 km mulai 




Jumlah penduduk desa Tanjyng kuyo menurut data  terakhir yang 
penulis temukan adalah 1028 jumlah kepala keluarga yakni 315 (KK) 
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Desa Tanjung Kuyo 
 
No Penduduk Jumlah jiwa Jumlah 
1 penduduk laki-laki 628 1028 
2 penduk perempuan 400 
3 Penduduk usia produktif 895 1028 
4 Penduduk usia non produktif 133 
Sumber:Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo 
 
Tabell II.2 
Jumlah penduduk menurut tingkat umur 










1 0-1 Tahun 11 7 18 
2 1-5 Tahun 37 26 63 
3 5-12 Tahun 63 38 101 
4 12-17 Tahun 76 43 119 
5 17-35 Tahun 186 63 249 
6 35--45 Tahun 136 120 256 
7 45-60 Tahun 
ke  
102 94 196 
8 60 tahun ke 
atas 
17 9 26 
Total  628 400 1.028 
Sumber:Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo 
4. Agama dan pendidikan 
Kehidupan keagamaan di jamin oleh negara , sebagamana 
disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk 
Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 







Data penduduk menurut Agama 
Desa Tanjung Kuyo 
 
No Agama Jumlah(jiwa) Presentase 
1 Islam 1008 98.05 
2 Kristen 20 1.95 
Total 1.028 100.00 
Sumber:Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk Desa Tanjung Kuyo menurut 
agama yang paling banyak adalah beragama islam sebanyak 1.008 jiwa/98,05%, 
sedangkan sisanya beragama kristen sebanyak  20  jiwa/1,95 %. Sedangkan sarana 















1 Tidak sekolah 45 33 78 7.59% 
2 Belum sekolah 24 11 35 3.40% 
3 TK 24 18 42 4.09% 
4 SD 78 55 133 12.94% 
5 Tidak Tamat 
SD 
61 36 97 9,44% 
6 Tamat SD 64 32 96 9.34% 
7 SLTP 77 38 115 11.19% 
8 Tidak tamat 
SLTP 
62 56 118 11.48% 
9 Tamat SLTP 44 22 66 6.42% 
10 SLTA 27 19 46 4.47% 
11 Tidak tamat 
SLTA 
53 51 118 10.41% 
12 Tamat SLTA 33 14 50 4,84% 
13 PT/Akademi 15 11 23 2.25% 
14 Tidak tamat 
PT 
- - - 0.00% 
15 Tamat 
PT/Akademi 
15 10 25 2.26% 
Total 628 400 1,028 100% 
Sumber:Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa warga Desa Tanjung 
Kuyo yang paling banyak adalah sekolah dasar (SD), yaitu sebanyak 
299 jiwa/12,94 %, sedangkan yang paling sedikit adalah  tamat 
PT/Akademi, yaitu sebanyak 25 jiwa/ 2.26%. Hal ini menunjukkan 




Sedangkan sarana pendidikan hanya terdapat 1 Tk,  1 SD,  1 
MDA dan 1 MTS, dengan demikian saranaa ibadah sudah bisa 
disebut sudah memadai dan sarana pendidikan masih kurang memadai 
karena belum ada SMA/pun yang sederajat di Desa Tanjung Kuyo. 
5. Sosial dan Budaya 
Secara sosial warga masyarakat Desa Tanjung Kuyo masih 
mempunyai  budaya gotong royong, keterlibatan kaum wanita sudah 
cukup baik, ini terlihat dari kebebasan kaum wanita untuk mencapai 
pendidikan tertinggi. Kaum wanita aktif dalam organisasi melalui 
PKK.  
Kegiatan sosial di desa ini meliputi kegiatan gotong royong 
pembersihan dan perbaikan jalan, gotong royong pembersihan dan 
perbaikan tempat ibadah, gotong royong dalam melaksanakan pesta 
pernikahan, gotong royong dalam penyelenggaraan jenazah, dan 
gotong royong dalam kegiatan keluarga seperti gotong royong 
mendirikan rumah. Dan juga kegiatan arisan yang dilakukan pada 










Ragam Budaya Masyarakat Penduduk Desa Tanjung Kuyo 
yang berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik 
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat 
istiadat yang berbeda, telah malahirkan banyak organisasi dan seni 
budaya. Penduduk Desa Tanjung Kuyo terdiri dari 4 suku yaitu suku 
jawa, suku melayu, suku batak dan suku minang. Namun karena 
mayoritas penduduk desa ini adalah suku Melayu, sehingga budaya 
melayu lebih dominan dari budaya suku lainnya. 
Walaupun terdiri dari beberapa suku, ras dan agama, sampai 
saat ini tidak ada kasus RAS yang terjadi, karena masyarakatnya baik 
pendatang maupun penduduk tempatan sangat menjunjung tinggi 
nilai-nilai kebhinekaan. 
6. Ekonmi  
Dalam kehidupan di dunia ini faktor ekonomi mempunyai 
peranan penting, berhasil atau tidaknya kehidupan seseorang sebagian 
besar ditentukan oleh faktor ekonomi. Dilihat dari dahulu sampai 
sekarang perkembangan ekonomi masyarakat memiliki perkembangan 
yang sangat bagus. 
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Masyarakat Desa Tanjung kuyo mayoritas bermata 
pencaharian sebagai petani
33
 dan yang lainnya dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini:  
Tabel II. 5 
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Kuyo 
 
No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah 
1. Petani sawit 650 orang 
2. Pegawai Negeri Sipil 20 orang 
3. Pedagang 73 orang 
4. Wirasuwasta 85 orang 
5. Tidak bekerja 200 orang 
Jumlah 1.028 orang 
Sumber: Dokumen Kantor Desa Tanjung kuyo 
Dengan demikian, Desa Tanjung kuyo yang berada di 
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan Propinsi Riau, 
yang berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Dari awal berdirinya sampai 
sekarang ini, sudah banyak perkembangan atau kemajuan, baik dari 
segi jumlah penduduk, kepemimpinan, sosial ekonomi, pendidikan 
maupun tempat ibadah. 
7. Adat  Tanjung Kuyo 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adat” didefinisikan 
sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu 
kala. Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai 
budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan. Adat di dalam masyarakat 
Tanjung kuyo sangat di di pertahankan, seperti salah satu peribahasa 
berikut: “Dimano sangketo tumbuh disitu sangketo sudah, dimano 
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tamilang dicacak disitu ubi baisi” artinya dimana permasalahan datang 
disitu pula lah diselesaikan masalah. Adat yang dipakai dalam masyarakat 
Tanjung Kuyo mempunyai beberapa konsep dalam lingkup adat istiadat, 
yaitu: Adat yang sebenar adat
34
, adat yang di adatkan
35





, dan adat mufakat
38
. 
B. Kepala Desa 
Kepala Desa merupakan Pimpinan peneyelenggara pemerintahan 
Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 
Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa 
juga memiliki wewenang menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat 
persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan 
Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang 
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sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam 
Desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.
39
 
C. Sekretaris Desa 
Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, 
kebijakan, pedoman dan petujuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan 
dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta 
Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi: 
1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa. 
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua 
unsur/kegiatan sekretaris Desa. 
3. Memberikan informasi mengenai keadaan skretaris Desa dan keadaan 
umum Desa. 
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa. 
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan. 
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil 
rapat. 
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja Desa. 
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja Desa. 
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan 
administrasi pemerintahan. 
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10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, 
administrasi kemasyarakatan. 
11. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
D. Kepala Urusan Pemerintahan 
Tugas Kepala Urusan Pemerintahan meliputi:  
1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa. 
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal 
kartu tanda penduduk (KTP).  
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.  
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi Desa. 
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan 
ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi 
pelindung masyarakat atau linmas). 
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan 
keputusan Desa. 
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan 
yang berlaku. 
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E. Kepala Urusan Umum 
Tugas Kepala Urusan Umum meliputi: 
1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat Desa 
mempunyai tugas keluar serta melaksankan tata kearsipan.  
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat 
kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.  
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanakan piket.   
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan 
bangunan milik Desa. 
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.  
6. Mencatat kekayaan inventarisasi Desa.  
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu 
dinas serta kegiatan kerumahtanggan pada umumnya.  
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
F. Kepala Urusan Pembangunan 
Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi 
1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa.  
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan 
di Desa.  
3. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memeliharanya 
untuk dikembangkan.  
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan 




G. Kepala Urusan Keuangan 
Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi: 
1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala Desa 
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru 
untuk perkembangan. 
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh Desa 
4. Melakukan administrasi keuangan Desa. 
5. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan 
BPD.
41








TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT DAN HARTA BERSAMA 
 
A. ‘Urf (Adat) 
1. Pengertian  ‘Urf (Adat) 
Kata adat dan „urf termasuk dua kata yang sering dibicarakan 
dalam literatur ushul fiqh keduanya berasal dari bahasa Arab. Dan bahkan 
kata „adah sudah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia yaitu 
adat. 
Kata „urf merupakan derivasi dari kata „arafa-ya‟rifu ( يَ ْعِرفَ َ-َعَرفََ ) 
atau biasa juga disebut dengan kata al-ma‟ruf ( َْعر ْوفَ 
 artinya sesuatu yang (امل
dikenal. Artinya sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah 




Adapun kata „adat juga berasal dari bahasa Arab yaitu  “  ج اد   ”ع 
merupakan derivasi dari kata „ada-ya‟udu ( يَ ع ْودَ َ-َعاَدَ ) artinya perulangan. 
Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 
„adat. Dan perulangan adat itu dilakukan baru bisa disebut adat tidak ada 
ukurannya dan banyaknya, tergantung pada perbuatan yang dilakukan 
tersebut. 
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Bila diperhatikan kedua kata tersebut di atas penggunaan dan akar 
katanya terlihat ada perbedaannya yaitu: kata „adah hanya memandang 
dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi 
penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Dan kata 
„urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinyasuatu perbuatan 
dilakukan, tetapi dinilai dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama 
dikenal dan diakui oleh orang banyak. 
Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata „adat 
dan„urf tersebut, karena mereka mengatakan bahwa dua kata tersebut 
mutaradif (sinonim). Akan tetapi  jika kita analisa kembali pengertian dari 
dua kata tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dua kata tersebut saling 
berkaitan dan tidak ada perbedaan di antaranya secara prinsip karena dua 
kata itu pengertiannya sama yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang 
kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, dan 
sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh orang 
banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang.
43
 
2. Dasar Kehujahan ‘Urf 
Para ulama‟ ushul fiqh sepakat bahwa „urf yang tidak bertentangan 
dengan syara‟ dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara‟, 
baik „urf  itu bersifat umum atau khusus, baik„urf itu berupa perkataan 
ataupun perbuatan. 
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Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih 
dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, 
sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau 
menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. 
Menurut Imam Al-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim bahwa seluruh ulama‟ 
mazhab menerima dan menjadikan „urf sebagai dalil syara‟ dalam 
menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum 
suatu masalah yang dihadapi.
44
 
Oleh karena itu maka „urf yang shahih wajib dipelihara dalam 
pembentukan hukum dalam peradilan. maka seorang mujtahid haruslah 
memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Dan seorang hakim 
harus pula memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesuatu yang 
telah menjadi adat manusia dan sesuatu itu telah biasa mereka jalani, maka 
hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan 
kemaslahatan mereka. Oleh karena tu, maka sepanjang ia tidak 
bertentangan dengan syara‟, maka wajib diperhatikan sebagaimana syara‟ 




Para ulama‟ juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-
Qur‟an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan 
yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli 
yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah Saw juga banyak 
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sekali yang mengakui eksistensi „urf yang berlaku di tengah masyarakat 
seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan. Adapun dasar 
kehujjahan „urf dari nash yaitu sebagai berikut :
46
 
a) Hadis Nabi 
 ْسِلم ْوَنََحَسًناَفَ ه َوَِعْنَدَاهللََحَسنًَ
امل  َماََراَهَ 
Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu 
baik pula di sisi Allah.
47
 
b) QS. Al-Hajj ayat 78 
َرجَ  ََح ْن َِم يِن َالدِّ َِِف ْم ك  ْي َل ََع َل َع  َوماََج
Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.
48
 
Dari berbagai kasus „urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh juga 
merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan „urf , di antaranya 
adalah yang paling mendasar : 
كََّمةَ  .1  الَعاَدة َُمَ 
Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
49
 
ِْاََلْزِمَنِةََوْاََلْمِكَنِةََوْاََلْحَوالَِ .2 َْاََلْحَكاِمَبِتَ َغُّيُّ  تَ َغي ُّر 
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ََكاْلَمْشر ْوِطََشْرًطا .3 َع ْرًفا َْعر ْوف 
 امل
Sesuatu yang telah dikenal secara „urf adalah seperti sesuatu yang 
disyaratkan dengan suatu syarat.
51
 
ََكالثَّاِبِتَبِالنَّصَِّ .4 َبِاْلع ْرِف  الثَّاِبت 
Yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang ditetapkan melalui 
nash. 
Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang 
didasarkan kepada „urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat 
pada zaman tertentu dan tempat tertentu.
52
 
3. ‘Urf Berdasarkan  Hukum Islam 
Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku 
norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung 
lama yang disebut dengan adat. Adat tersebut diterima dari generasi 
sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan 
bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. 
Islam datang dengan seperangkat norma syara‟ yang mengatur 
kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi 
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keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada 
yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara‟ yang datang 
kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin 
dilaksanakan dengan umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara‟. 
Pertemuan antara adat dan syariat  tersebut terjadilah perbenturan, 
penyerapan, dan pembauran antara ke duanya. 
Abu Sunnah menyatakan bahwa Sesungguhnya pra syarat minimal 
keberlakuan „urf  hanya ada dua syarat yaitu: ketetapan (al-istiqrar) dan 
kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukkan bahwa „urf harus 
merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-
pelakunya. Di pihak lain adanya al-istimrar dimaksudkan agar „urf dapat 
dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak 
berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang 
semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istiqamat al-hukm), 
tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu 
yang sangat cepat. 
Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan  „urf  yang 
tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Akan tetapi Islam hadir 
dengan keadaan menyeleksi „urf  yang ada,  jika tidak bertentangan 
dengan Islam, maka „urf  tetap dijalankan. Akan tetapi jika sebaliknya, 
maka Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-





Secara historis, akomodasi „urf  dalam Islam adalah sebuah 
keniscayaan. Bukti menujukkan beberapa „urf  pada masa sebelum Nabi 
Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Nabi Muhammad seringkali 
menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun 
dari nenek moyang mereka. Penetapan ini diistilahkan di dalam hadis 
dengan istilah sunah taqririyah. Ini artinya sepanjang  tidak bertentangan 
dengan syariat  Islam, maka Nabi Muhammad terlebih dahulu 
mengakomodasi „urf  yang ada di Arab. Karena Nabi Muhammad sadar 
bahwa „urf  ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru dapat 
dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.
53
 
Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu 
adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, 
adat dapat dibagi kepada empat kelompok yaitu : 
1. Adat yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya 
mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu 
terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Atau dengan 
kata lain bahwa unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur 
mudharatnya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam hukum 
Islam.  
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur 
mashlahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh 
hukum Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, 
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namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan 
penyesuaian. 
3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur 
mafsadat dan tidak mengandung unsur maslahat atau ada unsur 
manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar, maka adat dalam 
bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak. 
4. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena 
tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil 
syara‟ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap 
kedalam syara‟ baik secara langsung ataupun tidak, maka adat seperti 
ini jumlahnya sangat banyak sekali dan menjadi perbincangan 
dikalangan ulama. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikategorikan bahwa „urf yang 
pertama dan kedua merupakan „urf yang shahih yang wajib dipelihara. 
Sedangkan „urf yang ke tiga di sini tergolong kepada „urf  yang fasid atau 
rusak dan tidak wajib untuk dipelihara. Dan „urf yang ke empat di atas 
masih menjadi perbincang oleh para „ulama‟. Untuk lebih jelasnya dapat 
di lihat di sumber rujukan penulis.
54
 
Para „ulama‟ yang mengamalkan „urf  di dalam menetapkan suatu 
hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima „urf tersebut 
yaitu : 
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1. „Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. 
2. „Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang 
berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar 
warganya. 
3. „Urf telah berlaku pada saat itu, bukan „Urf yang muncul dikemudian 
hari. 
4.  „Urf tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada 
atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa adat digunakan sebagai landasan 
menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah 
karena semata-mata ia bernama adat atau „urf sebab adat atau „urf itu 
bukanlah dalil yang berdiri sendiri akan tetapi adat atau „urf itu menjadi 
dalil karena ada yang mendukungnya atau ada tempat sandarannya, baik 
dalam bentuk ijma‟ atau maslahat.  Adat yang berlaku di kalangan umat 
dan telah berlangsung lama berarti telah diterima secara baik oleh umat. 
Jika ulama telah mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah 
terjadi ijma‟ walaupun dalam bentuk sukuti. 
Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung 
maslahat. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, 
sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang 
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B. Harta Bersama 
1. Pengertian Harta 
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “ Harta dapat berarti 
barang-barang yang menjadi kekayaan berwujud maupun yang tidak 
berwujud dan tentunya mempunyai nilai”.
56
 
Hasby Ash-Shiddieqy memberikan pengertian bahwa harta adalah 
sesuatu yang berharga yang bersifat materi yang beredar antara manusia.
57
 
Selanjutya Hasby Ash-Siddieqy merumuskan sebagai berikut: 
1. Harta atau Mal adalah nama setiap sesuatu (dalam hal ini manusia 
tidak termasuk), yang ditetapkan untuk keselamatan, dapat dipelihara 
suatu tempat serta dapat dilakukan dengan jalan ikhtiar. 
2. Benda yang dijadikan harta itu dapat berlaku secara umum dikalangan 
masyarakat. 
3. Harta itu harus bewujud, karena itu manfaat harta atau jasa tidak 
termasuk harta. 
4. Harta itu dapat disimpan pada waktu tertentu.58 
Menurut bahasa, pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan 
sebagainya) yang menjadi harta kekayaan.
59
 Para ahli hukum Islam 
memberikan pengertian harta (al-maal) adalah nama bagi selain manusia 
                                                             
56
Azni, Op.Cit., hal. 180 
57
 Hasby Ash-Shiddieqiy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 
1987),hal. 142 
58
 Ibid, hal. 140  





yang ditetapkan untuk kemashalatan manusia, dan dapat dipelihara pada 
suatu tempat, dapat dilakukan tasharruf dengan jalan biasa. Demikian 
menurut Zainuddin Ibnu Nujaim dalam buku Bahrur Raiq.  
Menurut Ibnu Abidin dalam buku beliau Abdul Mukhtar dapat 
disimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat disimpan lama dan 
dapat di pergunakan di waktu yang di perlukan.
60
 
Dalam pada itu ulama Hanafiyah memberikan batasan bahwa harta 
itu adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan dapat diambil 
manfaatnya menurut cara yang biasa.
61
 Menurut pendapat Imam Syafi‟i 
seperti yang dinyatakan oleh As-Suyuti, bahwa harta adalah sesuatu yang 
bernilai dan mesti dibayar ganti rugi jika berlaku kerusakan. Sebahagian 
ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai „mal‟ 
adalah yang digunakan oleh pemiliknya saja jika diperolehinya dengan 
cara yang betul. Dalam kitab Mu‟jam Lughat al-Fuqaha, harta (mal) 
adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh 
manusia. Namun golongan yang selain dari mazhab Hanafi 
menganggapnya sebagai harta Karena maksud atau tujuan benda adalah 
manfaatnya bukan zatnya. Inilah pendapat yang shahih yang digunakan 
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Berdasarkan uraian, dapat diringkaskan bahwa harta dari sudut 
undang-undang Islam adalah setiap sesuatu yang boleh dikuasai, 
dimanfaatkan dan halal menurut ketetapan syarak serta mempunyai nilai 
disamping manusia cenderung kepadanya. 
2. Pengertian Harta Bersama 
Menurut  R. Soebekti, dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia  
dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung” mengatakan, yang termasuk 
gono – gini adalah semua kekayaan yang diperoleh selama 
berlangsungnya perkawinan. 
Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan Indonesia 
mengatakan bahwa : harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama 
perkawinan diluar hadiah atau warisan maksudnya adalah harta yang 
didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. 
 Abdul Kadir Muhamma, dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan 
menyatakan bahwa, “ konsep harta bersama yang merupakan harta 
kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun 
kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu dengan yang 
lainnya”. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai 
kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada 
aturan hukum yang mengatur. 
63
 
Didalam bukunya Drs.Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum, 
mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama 
ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa ada yang mempersoalkan 
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terdaftar atas nama siapa." Mengenai harta bersama suami istri dapat 
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta 
bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
64
 
Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh 
selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang 




Dalam kitab-kitab fiqih tidak dikenal adanya pembauran harta suami 
istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri 
dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami 
memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama Nafaqah, 
yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. 
Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah, tanpa akad 
tersebut harta tetap terpisah.
66
 
Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk 
penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami istri menjadi harta 
bersama. dengan demikian, harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi 
dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk :   Pertama,  adanya akad 
syirkah antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad atau 
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3. Dasar Hukum Harta Bersama 
a. Harta bersama menurut KHI 
Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama 
dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. 
Pasal 85 
menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak 
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 
istri. 
Pasal 86  
(1)  Menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara 
harta suami dan istri karena perkawinan, sementara Pasal 86  
(2)  Mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai 
penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak 
suami dan dikuasai penuh olehnya. 
Pasal 87  
(1) Mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan 
istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan adalahdibawah penguasaan masing-masing, sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, 
sedangkan Pasal 87  
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(2) Menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya 
untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing 
berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya. 
Pasal 88  
menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri 
tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan 
kepada pengadilan Agama. 
Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga 
harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sementara Pasal 90 
menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta 
bersama, maupun harta suami yang ada padanya. 
Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa adanya harta 
bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya 
harta milik masing- masing suami istri dan mereka berhak menguasai 
harta masingmasing sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain. Pasal 
96 terdiri dari dua ayat :  
(1)  Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi 
hak pasangan yang hidup lebih lama. 
(2)  Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri 
atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya 
kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas 





Terakhir Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup 
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
68
 
Harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
tahun 1974 terdapat dalam bab VII pasal 35, 36, 37 sebagai berikut: 
1) Pasal 35:(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama. 
(2) harta bawaan dari masin massing suami istri dan harta benda 
yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 
dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain. 
2) Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat 
bertindak atas persetujuan keduabelah pihak. 
 (2) mengenai harta bawaan suami masing-masing dan istri 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai 
perbuatannya. 
3) Pasal 37: Bila perkawinan putus kaena perceraian,maka harta 
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b. Harta Bersama Menurut Adat 
     Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari 
harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat 
digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka 
sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu 
kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut 
somah atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada 
umumnya diperuntukkan bagi keperluan somah. 
Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, 
dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut: 
1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau 
hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam 
perkawinan. 
2) Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta 
atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa 
perkawinan. 
3) Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri 
sebagai milik bersama. 




Indonesia yang mempunyai daerah yang sangat luas, 
memberikan adanya perbedaan nama dan istilah terhadap penamaan 
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harta bersama sesuai dengan bahasa dan dialek daerah tertentu. Hal 
ini bisa dilihat di daerah Jawa disebut gono gini, di Aceh disebut 
harta seuhareukat, di Bali disebut harta druwe, di Minangkabau 
disebut harta suarang, di Madura disebut ghuma-ghuma, dan di 
Sulawesi Selatan disebut barang cakkara.
71
 
Oleh kerena perbedaan itulah, di Indonesia maka didalam 
Undang-Undang No.1 tahun 1974 diadakan pasal 37 yang berbunyi “ 




c. Harta Bersama Menurut Hukum Islam 
Konsep harta gono gini beserta segala ketentuannya memang 
tidak ditemukan dalam kajian Fiqih  (Hukum Islam) klasik, Fikih 
Islam Klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama ulama 
terdahulu sebelum masa moderen. Para ulama tersebut mendefenisikan 
Fiqh Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang 
seperti apa adanya yang diajarkan Rasulullah Saw.
73
 
Harta bersama sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang  
belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum 
yang belum terpikirkan (ghair al mufakkar fih). Sebab, isu harta 
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bersama lebih banyak berkembang dan penting untuk dibicarakan pada 
masa modern ini. Sesungguhnya masalah harta bersama tetap dalam 
kajian hukum Islam. yang mana analisis untuk mengkajinya melalui 




Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam tidak terlepas 
dari pembahasan konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak ulama 
yang berpendapat bahwa harta bersama itu  termasuk kedalam konsep 
syirkah. Kata syirkah berasal dari bahasa arab, yang artinya bersama-
sama atau berpartisipasi didalamnya, dapat juga diartikan menjadi 
sekutu atau serikat. Jadi secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk 
percampuran atau kerjasama. Syirkah secara global menurut para 




Dasar hukum mengenai syirkah dapat dilihat dalam Al-Qur‟an 
surat  Shad ayat 24 yang berbunyi : 
ِّ  ق ال   اِج َٰٗ َِع  رِك  إِن  اِل َ ۡعج  ك  تُِسؤ   ً ٍ   ۦ ن ق ۡذ ظ ه  ثِيٗشا يِّ ٌه ك  إِ ن ي ۡثِغي  ٱۡنُخه ط آءِ ٔ 
َٰٗ ت ۡعٍض إِله  ه  ٍ  ت ۡعُضُٓۡى ع  هُْٕا  ٱنهِزي ًِ ع   ٔ ُُْٕا  اي  دِ ء  هِح َٰ
ا ُْۡى   ٱنصهَٰ ق هِيٞم يه  ٔ
 ُٔ ا ٍه د  ظ  ُّ ف   ۥدُ ٔ 
هَٰ ا ف رُ   ً ه ُ ٱۡسر غۡ أَ  تّه ۩  ۥف ش  س  أَ  اب   ٔ  
اِكٗعاَّۤ  س 
شهَّۤ خ   ٔ٣١  
 
Artinya : "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 
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kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud 
mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta 
ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat.  " 76 
 
Dalam Islam adapun Hadist Qudsi mengenai syirkah 
diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : 
مَّد َْبن َالزِّْبرَِقاِنََعْنََأِبََحيَّاَنَالت َّْيِميَِّ ثَ َناَُمَ  ََحدَّ مَّد َْبن َس َلْيَماَنَاْلِمصِّيِصيُّ ثَ َناَُمَ  ََعْنََحدَّ
َاََااِحَهو َأَبِيِوََعْنََأِبَى َريْ َرَةََرفَ َعو ََقاَلَِ ََماَْمَََُْخ ْنََأَحد َم  َالشَّرِيَكِْنِ َأَاَاَثَاِل  َاللََّوَيَ و ول  نَّ
َِمْنَبَ ْيِنِهمََ َفِإَذاََخااَو ََخَرْجت 
77 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, 
dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia 
berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak 
ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada 
salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada 
sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku 
keluar dari keduanya." (H.R. Abu Dawud). 
 
Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Mengatakan bahwa 
sanad ini shahih. Arti hadis ini adalah bahwa Allah swt akan selalu 
bersama kedua orang yang berkongsi dalam pengawasannya, 
penjagaannya, dan bantuannya. Allah akan memberikan bantuan dalam 
kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika 
keduanya atau salah satu keduanya telah berkhianat maka Allah 
meninggalkan mereka dengan tidak meninggalkan berkah dan 
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pertolongan sehingga perniagaan itu merugi.  Kemudaian Allah swt 
melarang untuk memakan harta orang lain sebagaimana firman Allah 
SWT dalam surat al-Surah Al-Baqarah ayat 188: 
َنُكم بِٱْلبََِٰطِل َوُتْدُلوا َلُكم بَ ي ْ ِل ٱلنَّاِس  ۟  َوََل تَْأُكُلو َأْموََٰ اِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيًقا مِّْن َأْموََٰ ِبَها ِإَلى ٱْلُحكَّ
ْثِم َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ   ِبٱْلِْ
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 





Pada Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan secara umum bahwa 
Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi 
memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, ghosob, 
pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, 
dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun.
79
 Ayat di 
atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain 
yang bukan menjadi haknya.
80
 
C. Hak dan Kewajiban suami istri 
Hak dan Kewajiban suami istri dalam berumah tangga, yaitu: 
a. Mempergauli dengan baik 
b. Menaati selama dalam hal ma‟ruf 
c. Selalu menjaga keharmonisan baik suami maupun istri 
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d. Selalu menjaga rahasia rumah tangga 
e. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak 
f. Memberikan nafkah lahir maupun bathin 
g. Saling membantu dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga 
h. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya 
Secara garis besar hak dan kewajiban bersama suami isteri dapat 
dijelaskan sebagai berikut:  
a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling 
setia dan saling memberikan bantuan lahir batin. 
b. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina  
c. menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin. 
d. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-
anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan. 
e. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing. 
Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta 
yang utuh, maka antara keduannya itu perlu menerapkan sistem 
keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan 
sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas 
hidup sehari-hari. Artinya dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika 





tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidak-tidaknya bisa 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka  dapat penulis tarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung 
Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan apabila terjadi 
cerai gugat maka istri tidak mendapat apapun dari harta bersama, kecuali 
pakaian yang ia pakai saat itu atau dikenal dengan Istillah “Kain Saolai 
Tuun di Pingang”. Ada  3 faktor yang menyebabkan istri tidak 
mendapatkan harta bersama ketika terjadi cerai gugat menurut hukum adat 
di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten 
Pelalawan. Pertama, Penyebab terjadinya perceraian adalah karena 
kesalahan istri. Kedua, Disebabkan gugatan cerai yang dilakukan istri 
terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki dan yang 
ketiga sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman nenek 
moyang dahulu. 
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang Tradisi Cerai Gugat “Kain 
Saolai Tuun di Pinggang” dalam Pembagian Harta Bersama Pada 
Masyarakat desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 
Pelalawan bahwasannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena 








B.  Saran 
Penulis menyampaikan beberapa  saran sebagai berikut: 
1. Pemuka adat/ninik mamak memberikan edukasi kepada masyarakat 
tentang ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di desa Tanjung kuyo 
kecamatan Pangkalan Lesung, kabupaten Pelalawan, baik dalam 
muyawara ataupun dalam kegiatan tertentu lainnya. 
2. Kepada ninik mmamak diharapkan membuat suatu ketentuan hukum 
yang tertulis yang telah diepakati oleh seluruh ninik mamak sepersukuan 
yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat setempat dan 
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